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ABSTRAK

Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang berbunyi “Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 26 ayat 1 butir ¢
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang
tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan
di usia anak-anak.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum adalah suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini yang
bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukan.

Prinsip hukum terhadap perkawinan dalam perspektif PUUP tentang
Perubahan atas UUP bahwa perkawinan bahwa perkawinan pada usia anak
menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan
tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial
anak. Akibat hukum jika terjadi perkawinan di bawah umur dalam perspektif
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada pasal 7 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup.

Kata Kunci:  Perkawinan undang-undang baru.

ABSTRACT

One of them is in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974
concerning Marriage (hereinafter referred to as UUUP) which reads "Marriage
is only permitted if the man has reached the age of 19 (nineteen) years and the
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woman has reached the age of 16 (sixteen). twelve) years." Article 26 paragraph
1 point ¢ of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that
parents are obliged and responsible to prevent marriage at the age of children.

The type of research used is Legal research is a process to find the rule of
law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues
faced. This type of research is prescriptive, which is intended to provide
arguments for the results of research that has been carried out.

The legal principle of marriage in the PUUP perspective on Amendments
to the UUUP is that marriage at the age of a child has a negative impact on the
child's growth and development and will lead to the non-fulfiliment of children’s
basic rights such as the right to protection from violence and discrimination,
children's civil rights, health rights, education, and social rights of children. The
legal consequences if there is an underage marriage in the perspective of Law
Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974
concerning marriage that in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning
Amendments to Law Number 1 of 1974 , if there is a deviation from the age
provisions as referred to in paragraph (1), the parents of the male and/or female
parents may request a dispensation from the Court on the grounds that it is very
urgent, accompanied by sufficient supporting evidence.

Keywords: Marriage new law.

PENDAHULUAN
Pengertian terdapat pada pasal Pasal 1 ayat 1 ayat (1) undang-undang

nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang
Maha Esa. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan
pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah
menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah
satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang berbunyi “Perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 26 ayat 1 butir ¢

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang
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tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan
di usia anak-anak.

Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi
perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam
usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan
terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh
berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk
menjadi orang dewasa. Oleh Kkarena itu, ditentukan batas umur untuk
melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam
keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum
sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah
memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Muncul suatu
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah.
Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak
yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor intern
dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern
yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus
dalam pergaulan bebas. Sehingga berdasar latar belakang tersebut, maka dalam
penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu mengenai
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak
di bawah umur, dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin
perkawinan bagi anak di bawah umur serta akibat hukum setelah anak melakukan
perkawinan di bawah umur, seperti putusan kasasi Mahkamah Agung nomor

1400K/Pid.Sus/2011 pada Pujiono Cahyo Widianto.
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Pasal 1 UUP vyang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan,
mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUP sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud
ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.

Perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3),
dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang
akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebutdapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat

(2), (3), dan (4) pasal ini. 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5)
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Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pada syarat-syarat perkawinan
tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat mengikatkan diri dalam perkawinan bagi
anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu
dari kedua orang tua mereka. Alasan kenapa perlu izin yaitu karena perkawinan
tidak semata-mata hubungan antar calon mempelai, tetapi hubungan antar
keluarga akan pertimbanganpertimbangan bagi orang tua dalam menjodohkan
anaknya (izin dari orang tua diperlukan).

Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan
apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan
terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan, dalam ketentuan pasal 7 menyatakan bahwa laki-laki

dan perempuan berumur 19 tahun.

METODE PENULISAN
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan
sebagai berikut:
1. Pendekatan masalah
a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang
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dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder’. Dalam
kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa
pendekatan yaitu®:
b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.
c. Pendekatan konsep (konseptual approach)
Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang
politik hukum.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka
penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu
gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan
gejala lain dalam masyarakat.* Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan

keadaan atau fakta yang ada.’

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali
pers, Jakarta, him: 13-14

® Johny Ibrahim, 2007, Teori, metode dan penelitian hukum normatif, Bayumedia publishing, Malang-
Jawa Timur, him: 30

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, him. 25

® H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan

108



Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat
dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.®
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder,
yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-
fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian
dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan
kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-
arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh.
Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat
dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat
yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang PUUP.’

Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 9.
6 Soerjono Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta, him.234-235
7 Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 13.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini
antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain
sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer.
Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum,
ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan

penelitian ini.®

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Prinsip Hukum Terhadap Perkawinan Dalam Perspektif Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan
pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan
perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melelaui berbagai proses,
pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah

mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.Sehingga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

® Ibid, him.13
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Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh
Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan PIlt. Menkumham
Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober
2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa negara
menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh
kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasaranak seperti
hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak
kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Pelaksanaan atas putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu
melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang UUP.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Dengan
Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan
Presiden Republik Indonesia. Penjelasankan pasal 1 tentang beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang UUP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung
yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau
kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat
Nikah harus meneliti  beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat
melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi
Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974. Logika hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara
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jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena
alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan
sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan
persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa terjadi perubahan
batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan
bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia
perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia
perkawinan di Indonesia bahwa Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang UUP menyatakan
bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umu 19
tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun, memungkinkan terjadinya perkawinan
usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
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Perlindungan Anak didefensikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUUXV/2017 yang
salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu
Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada
atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga
Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun
hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak
boleh dibedakan sematamata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan
demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia
minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan
diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga
sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah
menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin
dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal
perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara
hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal
tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada
pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan
terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini
menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma

menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita.

114



Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan
batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan

di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang

batas usia Perkawinan yaitu:

1. Banyak faktor-faktor yang terjadi dalam mempengaruhi dalam batas usia dan
adanya banyak pertimbangan atau alasan yang dapat suatu perkawinan
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.Butir-butir sila dalam Pancasila adalah
landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan
kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan
dan Keadilan.Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang
disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia
yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya
akan dapat digapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan
tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai
hak asasi manusia.

2. Banyak faktor-faktor yang terjadi dalam mempengaruhi dalam batas usia
Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara
persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga
saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan

dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian
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terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan
ekploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru
muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar
persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai
perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan
larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam
KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925,
Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (Nomor 403) kepada
semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan
anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh
agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda
mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan
batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak
oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia.

Banyak faktor-faktopr yang terjadi dalam mempengaruhi dalam batas usia dan
bahwa Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki
peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Undang-undang
ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada
penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak
semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang
pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan
untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di

bawah usia minimal perkawinan.
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Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun
1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah
Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-
undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan
bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama.
Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa
sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah
ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai
unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang
penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan,
yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi
hak dan kewajiban orang tua.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan di
Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris
Negara Sudharmono. SH pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan

Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diudnangkan dan
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ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan
Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan PIt. Menkumham
Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena : bahwa negara menjamin hak
warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif
bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar
anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil
anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; bahwa sebagali
pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 7

pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang PUUP bahwa perkawinan
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hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Berdasarkan pembahasan di atas, maka prinsip hukum terhadap perkawinan
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan
pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan
akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak

pendidikan, dan hak sosial anak.

2. Akibat Hukum Jika Terjadi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga
kelangsungan perkawinan.Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan
oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya
perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai
pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin
harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami
kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain :
1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam

kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering
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ditandai dengan kseiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan
untuk menikah, mereka siiap menanggung segala beban yang timbul akibat
adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan
anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta
pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang
baik. Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan
memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat
berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa
secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila
dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum
dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum
mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik
yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa
depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak
dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu
muda tersebut.

Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi bisa saja dapat
memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena
kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat
berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum
melakukan perkawinan tersebut.karena praktek dispensasi di Indonesia sudah
lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak

anak. Sitiasi semacam ini akan mengilustrasikan relevansi meningkatnya
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perkawinan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia
anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu
seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran
usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran,
perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi
si ibu dan anak. Rentan terhadap ganguan kesehatan reproduksi, seperti kanker
serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Karena perempuan yang
menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker
serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan
reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang
dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukakn aborsi yang sering
disertai komplikasi dan kematian.

. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan
karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut
kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat
untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan
maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan
berekspresi sesuai usianya, kaena ia akan dituntut dengan tanggung jawab
dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.

Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena
keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan

yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak
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mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga
sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

5. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan
ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi
pelaku kekerasan.

Akibat hukum jika terjadi perkawinan di bawah umur dalam perspektif
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan ini jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat
mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat
kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-
ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan
mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu
1. Prinsip hukum terhadap perkawinan dalam perspektif PUUP tentang

Perubahan atas UUP bahwa perkawinan bahwa perkawinan pada usia anak
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akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan,
hak pendidikan, dan hak sosial anak.

2. Tidak ada akibat hukum jika terjadi perkawinan di bawah umur dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada pasal
7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan
umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

4.2 Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,adapun saran yang ingin
penulia sampaikan adalah:
1. Pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pemerintah, hendaknya memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang

melakukan perkawinan di bawah umur.
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